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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil
penelitian maka dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaga
Bantuan hukum dan advokat memiliki peranan dalam proses pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu

meliputi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak
mampu meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
Lembaga bantuan hukum memiliki kantor perwakilan dan
kewenangan dalam menangani perkara yang berhubungan
dengan masyarakat miskin di setiap daerah yang tersebar
disetiap kabupaten kota. Bantuan hukum yang diberikan oleh
Lembaga Bantuan Hukum dimulai pada saat masa penyidikan
hingga upaya hukum tertinggi guna tercapainya hak masyarakat
untuk mendapatkan rasa keadilannya. Prosedur permohonan
pndampingan bantuan hukum masyarakat miskin terdapat
dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Permohonan

pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat miskin diantaranya
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dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang
dikeluarkan oleh pihak terkait guna memenuhi persyaratan
administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang
bantuan hukum.

Pelayanan bantuan hukum yang terkendala karena ketidak
beranian masyarakat dalam menggunakan hak sebagai warga
negara untuk mendapatkan perlindungan hukum karena
pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta
aparaturnya sangat kecil mengakibatkan masyarakat enggan
untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui proses
hukum. Terkait pengajuan anggaran bantuan hukum yang
terlalu  berbelit-belit mengakibatkan terbatasnya Kinerja
Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum.
Pengajuan anggaran bantuan hukum oleh Lembaga bantuan
hukum diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian
Hukum dan HAM vyang dananya bersumber dari APBN.
Kendala Terakir adalah kesadaran masyarakat akan hukum
yang lemah mengakibatkan keterbatasan pengertian dan

informasi.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka tidak lanjut dari kesimpulan

tersebut adalah:

1. Pada proses pemberian bantuan hukum baik litigasi dan non
litigasi memerlukan kerjasama semua pihak dari mulai aparatur
negaranya hingga masyarakatnya sebagai subyek hukum untuk
mendukung proses berjalannya pelayanan bantuan hukum
kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu bantuan hukum
non litigasi juga harus digalakan agar pemahaman masyarakat
akan hak-haknya dapat dicerna baik oleh masyakat untuk
kemudian masyarakat berani menggunakan haknya melalui
proses hukum.

2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma
hendaknya pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum Dan
Ham tidak mempersulit atau berbelit-belit dalam proses
pengajuan angaran bantuan hukum cuma-cuma kepada
masyarakat tidak mampu. Pengajuan klaim anggaran bantuan
hukum seharusnya lebih transparan dan tepat sasaran kepada
Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum

yang memberikan pendampingan pada masyarakat miskin.
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